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1  BAB I PENDAHULUAN  A. LATAR BELAKANG MASALAH Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidkan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.1 Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas (dengan penjejelan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (regional-based curriculum)  dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikian masyarakat (society-based curriculum). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga                                                           1“Pesantren” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.Wikipedia.org/wiki/ Pesantren (02 Agusutus 2011).  
2  sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya.2 Salah satunya adalah Pesantren IMMIM, didirikan pada tahun 1975 oleh H. Fadli Luran, seorang pengusaha asal enrekang yang memiliki Perhatian besar dalam membangun generasi Islam yang berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat serta mempersatukan umat Islam dari segala furu’ dan khilafiah. Pesantren ini disebut pesantren modern pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra karena dasar dari pembinaannya berbasis Qur’ani serta menerapkan konsep pendidikan Islam Modern yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan sains seiring perkembangan zaman. Pesantren ini sangat menekankan pada pembinaan Al-Qur’an, bahasa Arab – Inggris, serta ilmu pengetahuan umum. Sejak pertama kali didirikan, pesantren IMMIM terus mengalami kemajuan yang pesat hingga meraih masa-masa keemasan pada dekade 90-an. Ribuan alumni ditelorkannya, dan ratusan telah menjadi tokoh penting dalam instansi, badan, partai, dewan, serta organisasi terkemuka lainnya di Sul-Sel bahkan tingkat nasional. Namun setelah ditinggalkan oleh pendirinya tahun 1992, mulai terjadi perubahan dalam kepemimpinan serta makin jauhnya aktifitas Pesantren dari tujuan dasar pendiriannya. Visi Pesantren ini adalah sebagai institusi pondok pesantren yang mampu menghasilkan insan intelek ulama, dan ulama intelek menuju generasi yang berkomitmen tinggi terhadap kemakmuran masjid dan persatuan ummat.                                                           2Ibid. 
3  Sedangkan Misi Pesantren adalah menyelenggarakan pengelolaan pondok pesantren yang berbasis kepada manajemen kualitas yang Islami guna menjalin dan menciptakan rasa puas dan bahagia bagi segenap insan pondok dan ummat, kemudian mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang menyeimbangkan antara  pendidikan umum berbasis pada pembinaan moral dengan pendidikan umum yang berbasis pada penguasaan IPTEK guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dan melaksanakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kehandalan dan kecakapan hidup santri yang berdaya saing tinggi sebagai Rahmatan Lil Alamin.3 Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs ¡ xs? †Îû Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øù$ sù Ëx |¡ øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ $ sù Æìsùö tƒ ª!$# t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘yŠ 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × Î7yz ∩⊇⊇∪     11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.                                                           3Santri Pengelana,”Sejarah Pesantren IMMIM,” http://santri pengelana.wordpress.com/ 2009/02/01/sejarah-pesantren-immim/ (02 Agustus 2011). 
4   Namun, dalam perkembangannya Visi dan Misi tersebut tidak sepenuhnya dapat terimplementasi. Masalah-masalah sering kali muncul dalam proses perkembangannya. Beberapa diantaranya: Antara lain , adanya pemahaman yang beranggapan bahwa pondok pesantren itu adalah tempat buangan anak-anak yang nakal. Sehingga manakala ada anak yang nakal dirumah sang ibu atau bapak terkadang segera mengancam akan memasukkan anaknya kedalam pondok pesantren . Sungguh pemikiran yang salah, karena pesantren dipahami sebagai tempat pertobatan bagi para orang tua yang salah asuh, salah didik dan salah akhlak. Pesantren dipahami sebagai tempat penggemblengan para anak-anak yang bermasalah, bahkan tempat buangan para kriminal dan pesakitan.4 Semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam internal pondok pesantren. Antara lain, longgarnya pembinaan dalam lingkungan pondok pesantren. pembina yang melakukan pembinaan terkadang tidak mampu untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada para santri-santrinya. Karena kesibukannya terkadang menjadi penghalang untuk melakukan pendekatan ini secara personal. Karena sang pembina pun juga adalah seorang manusia biasa, dia juga mesti sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Konsentrasinya terpecah menjadi dua, berpikir tentang pembinaan di pesantren dan berpikir tentang bagaimana mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Pembinaan menjadi kurang maksimal, berjalan setengah-setengah. Pembinaan pun tidak menjadi maksimal dan optimal, karena semuanya menjadi setengah-setengah. Proses                                                           4Burhan sodiq, Gombal Warning: hati-hati para akhwat, rayuan ikhwan justru lebih dahsyat (cet.1;Solo:Samudera,2008), h. 45.  
5  pembinaan akhirnya berubah menjadi sekedar transfer ilmu belaka. Pertemuan yang dilakukan terasa garing, tidak menarik dan cenderung membosankan. Nasihat yang keluar dari lisan sang Pembina pun seakan-akan tidak memiliki kekuatan ruh yang bisa menggerakkan para santri-santrinya kesibukannya yang sangat padat membuatnya tidak bisa meng-update kemampuan, keahlian, pengetahuan ilmu agamanya.  Dan lebih memprihatinkan lagi, bila ternyata materi yang disampaikan hanya diulang-ulang saja. Tidak bertambah, malah cenderung berjalan ditempat. orang tua mungkin berfikir bahwa dengan masuk pesantren seorang anak akan lebih terjaga agamanya. Ia akan terbatasi pergaulannya, sehingga lebih fokus pada pendidikan agama. Tetapi asumsi ini ternyata salah, sang anak salah memilih teman bergaul, hingga akhirnya menghancurkan masa depannya sendiri. Seringkali seorang santri sudah dianggap aman manakala dia sudah masuk dalam sebuah pesantren. Aman dalam arti; dia akan menjadi shaleh dan tidak akan berbuat macam-macam. Seolah-seolah dia secara otomatis menjadi orang yang shaleh.  Dari beberapa masalah tersebut akhirnya menjadi pemicu munculnya masalah yang lebih memprihatinkan, yaitu tindak pidana di kalangan santri dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam hal ini Bapak Usman Suwakil salah seorang pembina yang tinggal di pondok pesantren mengemukakan bahwa Beberapa contoh yang dapat kita ambil antara lain terjadinya tindak pidana pencurian, pemalakan, dan yang paling urgen adalah terjadinya pindak pidana pemukulan atau kekerasan di kalangan santri. Contoh kasusnya antara lain kasus yang terjadi 
6  pada tahun 1997 dimana pada saat itu terjadi kasus pencurian yang berujung pada pemukulan sehingga berakibat pada tewasnya salah seorang santri pada pesantren IMMIM. Kemudian pada tahun 2000 terjadi kasus pemalakan terhadap junior yang dilakukan oleh senior yang berakibat dikeluarkannya pelaku dari pondok pesantren dengan tujuan langkah ini dapat meminimalisir kasus pemalakan yang terkadang dilakukan oleh para senior-senior mereka. Ini adalah sebahagian contoh tindak pidana yang umumnya terjadi di kalangan santri.5  B. Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis dalam hubungannya dengan judul skripsi ini maka perlu dirumuskan pokok masalahnya, sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk Tindak pidana yang terjadi di kalangan santri IMMIM 2. Bagaimana kronologis tindak pidana yang terjadi di lingkungan santri di Pesantren IMMIM 3. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh pihak pesantren untuk mencegah tindak pidana dikalangan santri                                                              5 Usman Suwakil (wawancara) jum’at, 9 September 2010. 
7  C. Hipotesis Ada dugaan bahwa tindak pidana yang sering terjadi di kalangan para santri adalah antara pencurian, pemukulan serta pemalakan yang mana hal ini sering oleh para senior terhadap juniornya dikalangan para santri. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan pondok pesantren adalah kasus pemukulan, hal ini disebabkan karena adanya sekelompok dari kalangan santri yang memiliki kebiasaan buruk dari kampungnya yang tidak bisa dia sesuaikan dengan kondisi perkotaan.  Sehingga ketika dia hidup ditengah-tengah lingkungan pesantren yang berada dalam wilayah perkotaan membuat santri itu memiliki sifat yang agak sensitif dan mudah tersinggung dalam kesehariannya. Dan hal itulah yang mengakibatkan terjadinya pemukulan di kalangan santri dalam lingkungan pondok pesantren. Ada rencana bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dikalangan santri adalah dengan cara memperketat pengawasan terhadap para santri serta menambah tenaga pengawas untuk pengawasan para santri dikalangan pondok pesantren. D. Pengertian Judul  Judul skripsi ini adalah “tinjauan sosiologi hukum terjadinya tindak pidana dalam proses pembinaan di pesantren IMMIM”. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan yang seluas-luasnya. Sedangkan sosiologis adalah ilmu yang memusatkan 
8  perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.  Sedangkan tindak pidana adalah merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana sedangkan Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (criminal act) dengan pertanggungjawaban pidana. Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata “santri” berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab funduuq yang berarti penginapan. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga Tuhan. Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut  berasal dari istilah shastri, yang dalam Bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata 
9  saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Jadi lingkungan pesantren hakikatnya adalah lingkungan yang mendidik dan penyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama sehingga orang yang bermukim dalam lingkuangan pesantren hakikatnya adalah orang-orang berakhlaq mulia serta berpengetahuan luas.  E.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian a. untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana yang terjadi dikalangan santri. b. untuk mengetahui sejauh mana peranan pesantren dalam menanggulangi masalah tindak pidana dikalangan santri. c. untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana dikalangan santri. 2. Kegunaan penelitian  a. untuk mengetahui mana yang dikategorikan sebagai pembinaan dan mana yang bukan b. memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi tambahan bagi penulis khususnya serta mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum pada umumnya. 
10  c. Diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani masalah tersebut.     
11  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.1 Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik disebutkan ucapan dari Hence Burnet, seorang hakim di Inggris. Dikatakannya kepada seseorang yang telah mencuri kuda: “Thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen.” Maka ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu, Sir Rupert Cros, menyatakan: Punishment means “the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence.”  Sedangkan HLA Hart, mengemukakan: Punishment must: a. involve pain or other consequences normally considered unpleasant. b. be for an actual or supposed offender for his offence.                                                           1 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1983),h. 9. 
12  c. be for an offence agains legal rules. d. be intentionally administred by human beings other than the offender. e. be imposed and administered by an authority constitude by a legal system against with the offence is commited. Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:2 1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.  Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de rode roepen); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (een terechwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar                                                           2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984),h. 2-4. 
13  feit). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenchap, als om het behoud van de dader zelf).3 Demikian pula GP Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (cencure) atau suatu penjeraan (discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Dalam hal ini Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.  Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara: Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana; 1. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertitimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui);                                                           3 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Cet. 2; Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 8. 
14  2. Penderitaan yang oleh si Pemberi Pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui); dan 3. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui). Selanjutnya ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (encouragement) dan pencelaan (cencure) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku. Dengan pengertian demikian maka nampaknya ada penyesuaian mengenai hakekat pidana antara Hoefnagels dengan Hulsman.4 Sedangkan tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan “monistis” dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan “dualistis”. Yang termasuk dalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility) adalah:  a.   D. Simons mengemukakan strafbaar feit adalah “een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah: 1)   Perbuatan manusia;                                                           4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., h. 9-10. 
15  2)   Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld); 3)   Melawan hukum (onrechtmatig); 4)   Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 5)  Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).  Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam strafbaar feit. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah: 1)   Perbuatan orang; 2)   Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 3)   Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Segi subyektif dari strafbaar feit adalah: 1)   Orang yang mampu bertanggungjawab; 2)   Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. b.   Van Hamel mengemukakan definisi strafbaar feit adalah “een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te witjen”. Jadi unsur-unsurnya ialah: 1)   Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang; 2)   Melawan hukum; 3)   Dilakukan dengan kesalahan dan; 4)   Patut dipidana. 
16  c.   E. Mezger mengemukakan Die straftat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan “die straftat ist demnach tatbestandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung”. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah: 1)  Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; 2)  Sifat melawan hukum; 3)  Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 4)  Diancam dengan pidana.  d.   J. Baumann mengemukakan Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne adalah “die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan). e.   Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan. f.    Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Yang termasuk dalam golongan aliran dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan adalah: 
17  a.   H.B. Vos mengemukakan een strafbaat feit ist een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf ist gesteld, een gedraging dus, die in het elgemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden ist. Jadi menurut H.B. Vos tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang. b.   W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (strafbaat feit) adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Menurut teori, tindak pidana (strafbaat feit) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaat feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positief rechtelijke. c.   Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut: 1)   Perbuatan (manusia); 2)   Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil); 
18  3)   Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah atau para pelaku yang melakukan tindakan yang bisa merugikan orang-orang ataupun  sesuatu yang ada di sekitarnya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam peraturan - peraturan pidana. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut jika hal itu memberikan dampat negatif ataukah bisa merugikan orang lain.    
19  B. Pengertian pesantren   Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu”. Di samping itu, “pondok” mungkin juga berasal dari bahasa Arab “fanduk” yang berarti “hotel atau asrama”. Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia atau yang lebih terkenal dengan sebutan pesantren. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok,1 di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkung atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Pengertian pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip oleh Haidar Putra Daulay mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian. C. Dalam kamus besar bahas Indonesia pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara 
20  istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) degan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan utk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian degan menekankan penting moral dalam kehidupan bermasyarakat. D. Sedangkan menurut ustads Muhammad Arifin Ilham pesantren adalah berasal dari penggabungan kata yaitu “Pesan” yang bisa berarti sebuah amanah sementara kata “tren” adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu three (tiga)  jadi dalam hal ini beliau beranggapan bahwa pesantren adalah sebuah sekolah ataukah madrasah yang mengembang 3 (tiga) buah amanah sekaligus. Amanah yang pertama adalah:  1. Bertaqwa kepada Allah dan menghormati orang tua Hal ini merupakan sesuatu yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang santri sebab dari tingkat ketaqwaan seseoranglah semua hal itu berawal kemudian hal ini juga harus dibarengi dengan ketaqwaan terhadap kedua orang tua sebab tanpa restu mereka kita bukanlah apa – apa ketika hidup di muka bumi ini oleh hal itu beliau beranggapan bahwa inilah amanah yang paling utama yang mutlak di pegang dan dijalankan oleh setiap seorang santri di dalam dirinya. 2. Berusaha menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya untuk kepentingan agama bangsa dan negara Hal ini merupakan kewajiban oleh setiap muslim dalam hal menuntut ilmu sebab di dalam hadist telah nyata disebutkan bahwa menuntut 
21  ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Begitu pentingnya menuntut sebuah ilmu dalam hal ini sebab orang yang tidak berilmu akan diperbudak oleh sistem oleh seba itu beliau juga beranggapan bahwa santri yang tidak serius dalam menuntut ilmu tidak bisa dikategorikan sebagai santri yang sejati dalam menjadlankan hakikatnya sebagai seorang santri karena seorang santri haruslah bersungguh – sungguh dan serius dalam hal menuntut ilmu serta mengamalkannya untuk kepentingan agama bangsa dan negara sebab ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak memiliki buah selain itu disitulah intisari dari menuntut ilmu bahwa kita wajib memberitahukannya bagi para saudara – saudara kita yang belum mengetahuinya. Sebab langkah ini adalah merupakan suatu jalan dalam mewujudkan visi dan misi negara serta agama. Dan tentunya semua ini harus dibarengi dengan ketaqwaan iman dan keunggulan ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan umum. 3. Memupuk ukhuwah Islamiah dan tali persaudaraan sesama Muslim Hal ini merupakan ciri dari ummat Muhammad yang senantiasa menciptakan kerukunan dan kedamaian karena agama Islam adalah agama yang penuh dengan Rahmatan Lil Alamiin. Dan hal ini merupapakan karakteristik dari para seorang santri yang senangtiasa menciptakan perdamaian dan memupuk tali silaturahmi di tengah-tengan masyarakat dan untuk mewujudkan hal demikian maka di perlukan sikap toleransi yang kuat untuk menjembatani sebuah 
22  hubungan antara masyarakat listas agama. Sebab dengan terciptanya kerukunan yang demikian berarti hal itu telah mewujudkan cita – cita bangsa yang senantiasa ingin menciptakan kemakmuran bagi setiap rakyatnya.   Pondok pesantren secara definitif tak dapat diberikan batasan yang tegas melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren. Jadi pondok pesantren belum ada pengertian yang lebih konkrit karena masih meliputi beberapa unsur untuk dapat mengartikan pondok pesantren secara komprehensif. Maka degan demikian sesuai degan arus dinamika zaman definisi serta persepsi terhadap pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap awal pesantren diberi makna dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional tetapi saat sekarang pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tak lagi selama benar. Karena Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan jaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i. Selain itu Pendidikan pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini model pendidikan pesantren masih bertahan di tengah-tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Tetapi, juga harus diakui bahwa pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian mengalami kesurutan sejarah karena 
23  regenerasi para kiainya tidak disiapkan dalam pengkaderan serius. Sementara arus sedemikian kuat terhadap pesantren, justru dunia pesantren tertantang untuk menjawab problematika pendidikan di masyarakat.  Dengan demikian, pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai center of knowledge, dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosis yang berakar pada konstruksi epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang menjadi titik penting ialah kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Konsepsi perilaku (social behavior) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya.  Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan mengembangkan masyarakat sekitarnya ini dikarenakan adanya potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren, di antaranya sebagai berikut.  1. Pondok pesantren hidup selama 24 jam; dengan pola 24 jam tersebut, baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal dan terpadu. 
24  2. Mengakar pada masyarakat; pondok pesantren banyak tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pondok pesantren. Dengan demikian, pondok pesantren dan keterikatannya dengan masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi satu sama lain. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. Bahkan hal yang paling patut untuk disayangkan adalah adanya anggapan yang beranggapanm bahwa pondok pesantren adalah tempat para pesakitan dan merupakan bengkel akhlaq. Hal ini adalah salah karena mereka beranggapan bahwa pondok pensantren adalah tempat para pesakitan, para kriminalis sehingga tidak jarang atau cenderung orang tua mengatakan pada anaknya yang nakal akan memasukkannya ke dalam pesantren bila dia melakukan ulah terhadap saudara – saudaranya. Sungguh merupakan pemahaman yang keliru dan salah kaprah karena pesantren dipahami sebagai bengkel akhlaq tempat para pesakitan pada hal tidak demikian sama sekali.   Ada tiga karakteristik sebagai basis utama kultur pesantren di antaranya sebagai berikut.  Sebagaimana disinggung di atas bahwa lembaga pendidikan pada umumnya adalah milik atau paling tidak didukung masyarakat tertentu yang cenderung mempertahankan tradisi-tradisi masa lalu. Sementara itu, dengan tetap menyadari kemungkinan terjadinya kontroversial dalam segi tertentu, kelompok yang dimaksud adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islam.  
25  Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren salaf/tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus dipahami sebagai upaya mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama shalaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari bid’ah, khurafat, takhayul, serta klenik. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan gerakan salaf, yaitu gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali kepada al-Qur’an dan Hadis. Gerakan salaf ini dalam perjalanan sejarahnya telah memberikan sumbangan besar terhadap modernisasi Islam. Gerakan salaf secara sadar menolak anggapan bahwa Islam tidak cocok. Mereka mencari tahu faktor yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut, yakni karena taqlid. C. Sejarah Pesantren Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kyai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, timbullah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kyai. Pada zaman dahulu kyai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Kyai saat itu belum memberikan perhatian terhadap 
26  tempat-tempat yang didiami oleh para santri, yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kyai. Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubug yang didirikan. Para santri selanjutnya memopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut, sehingga menjadi terkenal kemana-mana. Sedangkan Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk dan tersebar di indonesia,sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India (Karel A Steenbrink, 1986) Namun bila kita menengok waktu sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan tradisioanal di Indonesia  lebih dikenal dengan sebutan pondok, barangkali istilah pondok berasal dari kata Arab funduq, yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir. Kata pesantren sendiri berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri. Profesor (Zamakhsari;1983) berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji Potret Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal. Disamping itu juga ada                                 
27  fasilitas ibadah berupa masjid. Biasanya komplek pesantren dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi arus keluar masuknya santri. Dari aspek kepemimpinan pesantren kyai memegang kekuasaan yang hampir-hampir mutlak. Pondok, Masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan lima elemen dasar yang dapat menjelaskan secara sederhana apa sesungguhnya hakikat pesantren. Mengapa pesantren dapat survive sampai hari ini Ketika lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional peserti pesantren di Dunia Islam tidak dapat bertahan menghadapi perubahan atau modernitas sistem pendidikannya. Secara implisit pertanyaan tadi mengisyaratkan bahwa ada tradisi lama yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan dan hal inilah yang coba untuk dilestarikan oleh pondok pesantren dengan senantiasa mengembangkan tradisi tersebut. Disamping itu, bertahannya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman tetapi karakter eksistensialnya mengandung arti keaslian Indonesia (indigenous). Sebagai indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Ada satu hipotesa bahwa jika kita tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren. Sehingga perguruan-perguruan tinggi yang ada sekarang ini tidak akan berupa ITB, UI, IPB, UGM, UNAIR ataupun lainnya tetapi mungkin namanya Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan seterusnya. Kemungkinan ini bisa kita tarik setelah melihat dan membandingkan dengan sistem pendidikan di Barat  
28  sendiri. Dimana hampir semua Universitas terkenal cikal bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi keagamaan. Mungkin juga bila kita tidak pernah dijajah, kebanyakan pesantren tidak akan berada jauh terpencil di pedesaaan seperti kita lihat sekarang dan hal ini menjadi bukti bahwa berdirinya sebuah pondok pesantren merupakan salah satu citra dari wujud perlawanan para pahlawan kita dalam mengusir tentara penjajah. Dari keterangan sederhana ini saja kita dapat menarik garis linear tentang apa peranan pesantren dan dimana letak pendidikan pesantren dalam masyarakat Indonesia merdeka. Untuk bangsa yang lebih berkepribadian. Gambaran konkretnya dapat dianalogikan sebuah pesantren Indonesia (ambil sebagai misal Tebuireng) sebagai sebuah kelanjutan pesantren di Amerika Serikat (ambil sebagai missal "pesantren" yang didirikan oleh pendeta Harvard di dekat Boston): Tebuireng menghasilkan apa yang dapat dilihat oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Dan pesantrennya Pendeta Harvard telah tumbuh menjadi universitas yang paling prestigious di Amerika modern.  Dalam pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan. Hasil penelitian LP3S Jakarta, telah mencatatkan 5 macam pola fisik pondok pesantren, sebagai berikut.  1. Pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah Kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana Kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri.  
29  2. Pondok pesantren selain masjid dan rumah Kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh.  3. Pola keempat ini, di samping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah  4. Pola ini selain memiliki pola-pola tersebut di atas, juga telah memiliki tempat untuk pendidikan ketrampilan, seperti peternakan, perkebunan dan lain-lain.  5. Dalam pola ini, di samping memiliki pola keempat tersebut, juga terdapat bangunan-bangunan seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.  Menurut Zamakhsyari Dhofir bahwa pesantren digolongkan kecil bila memiliki santri di bawah 1000 orang yang pengaruhnya hanya sebatas kabupaten. Pesantren sedang, memiliki santri antara 1000-2000 orang yang pengaruhnya meliputi beberapa kabupaten. Pesantren besar memiliki santri lebih dari 2000 orang dan biasanya berasal dari beberapa propinsi bahkan terkadang mereka juga memiliki santri dari luar negeri yang di bina secara khusus oleh pondok pesantren tersebut.  Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, 
30  kemudian di kurun Wali Songo sampai permulaan abad 20 banyak para wali dan ulama yang menjadi cikal-bakal desa baru.5 Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim (meninggal 1419 di Gresik Jawa Timur), Spiritual father Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa. Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberi andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (jaman kerajaan Demak).  
31  berjuang mengusir Portugis (abad ke 15), diteruskan masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sampai pada masa revolusi fisik tahun 1945.  Agaknya heroisme kebangsaan dan intelektualisme keagamaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum santri. Keduanya membutuhkan tokoh ideal dalam bentuk kepemimpinan efektif dan fungsional. Hubungan kaum santri dan pimpinan dalam bentuk teacher-disciple relation dilandasi sebuah pertalian yang tidak pernah putus, yaitu ikatan denominasi keagamaan yang berdimensi teologis. Signifikasi kehidupan keagamaan ulama dan santri dengan demikian merupakan alasan penting mengapa komunitas ini sangat patuh terhadap penguasa-penguasa yang saleh, dan dalam waktu yang sama mereka memperoleh support dari the so called pious ruler.  Meskipun tidak ada bukti dukungan dari pemerintah koloni atau sultan untuk memacu kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Jawa abad ke-19, tetapi pertumbuhannya terjadi secara massif.  Mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari modelling. Ide cultural resistance juga mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah dan berkah seorang Kiai sebagai guru utama atau irsyadu ustadzin adalah kitab klasik atau kitab kuning, diolah dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikut, yang sekaligus menunjukkan keampuhan 
32  kepemimpinan Kiai. Isi kitab kuning menawarkan kesinambungan tradisi yang benar dan mudah dipahami oleh para santri secara umum di tanah Jawa. Dengan kata lain, makna pesantren sebagai jenis pendidikan non-formal, berbeda dengan makna pendidikan non-formal dalam term pendidikan umum, di mana makna pendidikan non-formal dalam terma yang terakhir berarti memberikan komplemen dan suplemen pada ketrampilan atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan kompleksitas tantangan pekerjaan yang dihadapinya. Makna pendidikan non-formal pada pesantren berarti mendasari, menjiwai, dan melengkapi akan nilai-nilai pendidikan formal. Tidak semua hal dapat diajarkan melalui program-program sekolah formal, di sini pesantren mengisi kekurangan tersebut.  Karakteristik kurikulum dalam pesantren yang terfokus pada ilmu agama seperti di atas, tidak lepas dari tujuan pondok pesantren itu sendiri. Adapun tujuan pondok pesantren dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut; 1. Tujuan umum  Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi muballigh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.     
33  2. Tujuan khusus  Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.19 Dewasa ini, kalangan pesantren (termasuk pesantren salaf) mulai menerapkan sistem madrasati. Kelas-kelas dibentuk secara berjenjang dengan tetap memakai kurikulum dan materi pelajaran dari kitab-kitab kuning, dilengkapi pelatihan ketrampilan seperti menjahit, mengetik, dan bertukang. Sistem ini kurikulumnya masih sangat umum tidak secara jelas dan terperinci. Tetapi, yang jelas semua pelajaran tersebut telah mencakup segala aspek kebutuhan santri dalam sehari semalam. 20 Kurikulum yang berkaitan dengan materi pengajian berkisar pada ilmu-ilmu agama dengan segala bidangnya seperti disebut sebelumnya. Kendati demikian, tidak berarti ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan di pesantren-pesantren sama dan seragam. Pada umumnya, setiap pesantren mempunyai penekanan atau ciri tersendiri dalam hal-hal ilmu yang diberikan. Oleh karena itu, sulit bahkan mustahil menyamaratakan sistem dan kurikulum pesantren seperti yang pernah diusulkan. Salah satu ciri tradisi pesantren yang masih kuat dipertahankan di sebagian besar pesantren adalah pengajian kitab salaf. Kitab salaf yang lebih dikenal di kalangan luar pesantren dengan sebutan kitab kuning, merupakan kitab-kitab yang disusun para sarjana Islam abad pertengahan. Kitab-kitab tersebut dalam konteks penyusunan dan awal penyebarluasannya merupakan karya intelektual yang tidak 
34  ternilai harganya, dan hanya mungkin disusun oleh ulama jenius dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan yang tinggi pada jamannya.  Isi yang disajikan kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen; pertama matan dan kedua komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam lay out-nya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Ciri lain penjilidan kitab-kitab cetakan lama biasanya dengan sistem korasan (karasan), lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk menelaahnya.  Apabila kita menengok media berita surat kabar masa kini adalah menganut sistem korasan. Di kalangan masyarakat, kedudukan kitab kuning saling melengkapi dengan kedudukan Kiai. Kitab kuning merupakan kodifikasi nilai-nilai yang dianut masyarakat pesantren, sementara Kiai adalah personifikasi yang utuh dari sistem yang dianut tadi. Sistem pendidikan di pesantren pun memiliki watak mandiri, bila dilihat secara keseluruhan bermula dari pengajaran sorogan, di mana seorang Kiai mengajar santrinya yang masih berjumlah sedikit secara bergilir santri per santri. Pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata sepersis mungkin seperti apa yang diungkapkan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa agar murid mudah mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam rangkaian kalimat Arab. Sistem tersebut, murid diwajibkan menguasai cara pembacaan dan terjemahan secara tepat, dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran bila telah berulang-ulang mendalami pelajaran sebelumnya. Sistem sorogan inilah yang dianggap fase tersulit dari sistem keseluruhan pengajaran di 
35  pesantren karena di sana menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari murid itu sendiri. Pengajian sorogan lalu diikuti pengajian weton, seorang Kiai duduk di lantai masjid atau beranda rumahnya sendiri membacakan dan menerangkan teks-teks keagamaan dengan dikerumuni oleh santri-santri yang mendengarkan dan mencatat uraiannya itu. Pengajian sorogan masih diteruskan dengan memberi wewenang kepada guru-guru untuk melaksanakannya di bilik masing-masing. Demikian pula lambat- laun pengajian weton diwakilkan kepada pengganti (badal) sehingga Kiai hanya memberikan pengajian weton dengan teks-teks utama. Selain kedua metode tersebut, Mastuhu menyebut hapalan dan halaqah. Dalam perkembangannya sistem madrasah dan klasikal diterapkan untuk mempermudah proses pembelajaran sebagai pengembangan dan pembaruan pengajian model sorogan dan weton. Metode sorogan, diduga sangat kuat merupakan tradisi pesantren, mengingat sistem pengajaran di pesantren memang secara keseluruhan. 
36  dengan mempertahankan warisan masa lalu yang cukup jauh. Namun demikian, bukan berarti hanya metode sorogan saja yang dipergunakan di kalangan pesantren tradisional, melainkan boleh jadi dipergunakan pula metode yang lain misalnya weton atau bandongan, bahkan pengajaran klasikal (madrasi). Hanya saja, yang disebutkan terakhir tidak bisa dibayangkan pelaksanaannya seperti yang berlaku di madrasah atau sekolah umum karena cukup banyak segi-segi yang membedakannya.  Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya sesudah mengerjakan shalat fardlu, dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti para santri. Kemudian Kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan, sekaligus mengulas kitab-kitab salaf yang menjadi acuan. Termasuk dalam pengertian weton adalah halaqah.  Sistem sorogan, para santri maju satu per satu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru atau Kiai. Selain dua sistem tersebut (weton, sorogan), pesantren juga kerap menggunakan sistem musyawarah. Model ini bersifat dialogis sehingga umumnya hanya diikuti oleh santri senior.      
37  D. Pola Pembinaan Santri di Pesantren Pola pembinaan santri selama 24 jam yang dilakukan pesantren ditujukan untuk membina akhlak. Dengan pola 24 jam santri tinggal di asrama, kiai, dan guru dapat mengontrol perilaku santri, dan mengarahkannya sesuai dengan akhlak Islam. Pola pembinaan 24 jam yang dikembangkan oleh pesantren IMMIM   memudahkan pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada para santri. "Pesantren merupakan kawah candradimuka pendidikan karakter bangsa. Pesantren memberikan konstribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter bangsa oleh sebab itu sebuah pondok pesantren yang ideal seharusnya memang seudah menerapkan sistem pola pembinaan selama 24 jam. Di pesantren IMMIM sistem ini sangat efektif karena pembina pesantren di tempatkan berdampingan dengan asrama para santri yang yang dia bina sehingga sekecil atau sebesar apapun gerak gerik santri yang terjadi di asrama hal itu bisa di pantau oleh pembina pesantren yang berada berdampingan tepat di asrama santri yang ia bina. Selain itu hal ini juga memacu kedekatan emosional antara pembina dan para santrinya sehingga para santri tidak canggung untuk berteus terang dalam mengutarakan setiap permasalahan – permasalahan atau keinginan – keinginan yang diinginkan dari para santri – santrinya. Sehingga terciptalah suasana kondusif yang aman terjamin disetiap asrama – asrama yang ditinggali oleh para santri – santri khusus santri dari pesantren IMMIM. Selain itu dalam hal ini pembina yang ditempatkan di setiap kamar ini berkisar dari dua hingga tiga orang 
38  tergantung dari kapasitas santri yang dapat di tampung oleh setiap asrama – asrama yang ada di Pondok Pesantren IMMIM.         
39  BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Pondok pesantren IMMIM Putra Makassar yang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan km10 Tamalanrea, Makassar, Indonesia 90245.  B. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (sosiolegal research). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap santri.  Penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam proses pembinaan (dalam hal ini Pondok Pesantren IMMIM Makassar), kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang terjadinya tindak pidana dalam proses pembinaan dalam lingkungan pesantren (dalam hal ini adalah Pondok Pesantren IMMIM Makassar). Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-
40  satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.  Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber  dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. a. Jenis Data Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah: 1.  Data Primer Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan, dalam hal ini data diperoleh dari Pesantren IMMIM Makassar. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. b. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian (skripsi) ini adalah:  Library research Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 
41  peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.  Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut : a). Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Pesantren IMMIM Makassar). a)  Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 1) Field reseacrch Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan  sebagai interviewer dan responden adalah pembina dari pondok pesantren IMMIM Makassar, khususnya yang pernah menangani pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.  Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara  
42  dilakukan dengan menggunakan interview guide yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.  c. Pendekatan Penelitan a. Wawancara Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,1  tekhnik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber mengenai hal-hal yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah pembina-pembina dari pondok pesantren IMMIM Makassar.  b. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan                                                             1 Ibid., h.95 
43  permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.   d. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.        
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Tindak Pidana yang Terjadi di Kalangan Santri IMMIM No. Jenis Tindak Pidana Ket 1. Pemukulan  2. Pemalakan  3. Pencurian   4.    B. Kronologis Tindak Pidana Yang Terjadi di Lingkungan Santri di Pesantren IMMIM 1. Pemukulan  Pada tahun 1997 terjadi pemukulan yang dilakukan oleh santri senior terhadap juniornya. Peristiwa ini berawal ketika adanya laporan dari salah seorang senior yang mengaku kehilangan barang, hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh para senior lainnya untuk mengusut siapa pelaku pencurian tersebut, selang beberapa hari kemuadian pelaku itu pun tertangkap dan langsung mendapatkan pengeroyokan dari para seniornya. Efek dari terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para senior tersebut menyebabkan santri tersebut menderita luka parah dan di bawa langsung ke rumah sakit, namun naas bagi sang junior karena ternyata nyawanya tersebut ternyata tidak bisa tertolong lagi. Sementara para senior yang telah melakukan pengeroyokan terpaksa harus di masukkan dalam penjara. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2002 lagi-lagi terjadi pemukulan yang di lakukan oleh senior terhadap juniornya. peristiwa ini berawal ketika ada salah seorang santri junior yang melakukan pelanggaran dengan melompat pagar pembatas pesantren setinggi kurang lebih 5 meter, santri tersebut 
tertangkap dan sebagai hukumannya para seniornya memberikan hukuman dengan cara memukul betis sanrti yang melanggar tersebut untuk memberinya efek jerah, setelah itu barulah santri tersebut di giring dihadapan ustads untuk mendapat nasehat dari pelanggaran yang telah ia lakukan.   2. Pemalakan/pemerasan  Pada tahun 2000 terjadi pemalakan yang dilakukan oleh santri senior terhadap juniornya peristiwa ini berawal ketika ada salah seorang santri senior yang ingin menghukum adik-adiknya dengan pemukulan, namun sebelum melakukan pemukulan santri tersebut memberikan alternatif kepada juniornya apakah dia ingin dipukul ataukah dia tidak ingin dipukul dengan catatan santri tersebut mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para seniornya tersebut. Dalam hal ini santri yang memiliki uang yang banyak bisa saja memberikan uang sesuai dengan yang diminta oleh para seniornya dengan catatan santri tersebut terhindar dari hukuman pemukulan yang ingin dilakukan oleh seniornya terhadapnya, namun hukuman (pemukulan) harus di terima oleh sang junior bagi yang tidak memiliki uang sama sekali. Namun hal ini telah berhasil di antisipasi sebab setelah kejadian ini diketahui oleh pihak pesantren, maka pihak pesantren langsung melakukan penindakan tegas bagi para pelaku pemalakan atau pemerasan dikalangan para santri. Alhasil santri-santri yang ditemukan terbukti telah melakukan pemalakan atau pemerasan maka pihak oarang tua atau wali santri tersebut akan dipanggil dan di berikan surat pernyataan oleh pihak kepesantrenan ataukah langsung di keluarkan dari pesantren. Begitupun juga dengan tindakan pemerasan yang sering meresahkan para santri junior. Hal ini juga bisa berakibat fatal bagi santri yang melakukan pelanggaran tersebut. Sebab 
untuk mewujudkan pesantren yang memiliki disiplin akhlaq yang tinggi maka yang harus dibutuhkan adalah ketegasan dari pihak pesantren yang harus menindak tegas para santri – santri yang mencoba merusak sistem dengan melakukan tindakan – tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.  3. Pencurian Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah tindakan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan pondok pesantren, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya dan pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang diterapkan. Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang berbasis religius, akan tetapi kenapa tindakan-tindakan kejahatan bisa terjadi? Apakah faktor kurangnya pengawasan terhadap santri, faktor kebutuhan atau memang human error pelaku karena pengaruh dari lingkungan sesudah atau sebelum santri tersebut masuk ke pondok pesantren.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pencurian, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab santri melakukan pencurian dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencurian. Metode penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Syariah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa menciptakan rasa ketenangan dalam bermasyarakat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa yang menjadi faktor seorang santri melakukan tindak 
pencurian adalah faktor intern, ekstern, dan faktor lingkungan. Menurut hukum Islam pelaku pencurian pada lingkup pondok pesantren tidak dapat dijatuhi hukuman h}ad melainkan hukuman ta‘zir karena pencurian di dalam pondok pesantren tidak semua unsur-unsur tindakan tersebut terpenuhi dengan sempurna. Dalam melakasanakan sanksi seorang hakim terlebih dahulu melihat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pencurian.  Kasus pencurian sejumlah uang dan pakaian milik beberapa santri pernah terjadi ketika pada tahun 2002. Yang di mana dalam hal ini seorang santri junior yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap santri seniornya, santri tersebut berasal dari Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah Kolaka, faktor utama yang membuat santri tersebut nekat melakukan hal demikian tidak lain karena; santri tersebut berasal dari kalangan orang yang sangat dermawan sang ayah memiliki harta yang cukup banyak, namun selang beberapa bulan hidup di pesantren ayah dari santri tersebut meninggal sehingga perusahaan dari sang ayah mengalami kemunduran total pasca tidak adanya sang ayah. Hal inilah yang membuat santri tersebut mengalami penurunan uang jajan yang biasa di terimanya dari sang ayah saat ini mengalami jumlah penurunan efeknya untuk menutupi kekurangan uang jajan yang ia miliki ia pun nekat mencuri uang milik teman-teman seasramanya bahkan tak tanggung-tanggung uang milik seniornya pun raup ia curi, peristiwa ini sempat meresahkan para santri bahkan membuat para santri was-was dengan barang yang ia miliki namun tidak cukup dalam hitungan minggu sang pelaku pun berhasil di tangkap. Setelah di tangkap santri ini pun diberikan surat pernyataan untuk memanggil orang tuanya guna mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Selang beberapa minggu kemudian santri ini pun dikeluarkan 
namun, sebagai catatannya santri ini terlebih dahulu harus mengganti semua kerugian yang telah dilakukannya dan yang terpenting dia juga harus mengembalikan seluruh kekayaan para santri yang ia curi dari santri ketika pada saat proses belajar-mengajar terjadi.  C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Pesantren Untuk Mencegah Tindak Pidana di kalangan Santri  Ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepesantrenan dalam menanggulangi semua permasalahan ini antara lain; 1. Upaya yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam menanggulangi tindak pidana pemukulan adalah :  1. Menambah tenaga pembina di kalangan santri.  Hal ini terbukti sangat efektif sebab dengan bertambahnya jumlah tenaga pembina yang ada di dalam pesantren maka bisa mengurangi tindak pidana yang sering terjadi di kalangan sesama santri hal ini di karenakan para pembina tersebut selalu bersiap-siaga mengawasi setiap gerak – gerik santri di manapun santri berada selama berada di dalam wilayah kepesantrenan selain itu dengan bertambahnya jumlah pembina yang ada di dalam pesantren dapat juga menambah ide – ide yang ada sebelumnya dikarenakan bertambahnya jumlah pembina yang senantiasa berfikir tentang kemajuan pesantren   
2. Menempatkan para pembina di setiap asrama. Hal ini juga terbukti sangat efektif, sebab dengan hadirnya seorang pembina di setiap asrama hal ini mampu meminimalisir jumlah pelanggaran yang sering terjadi di kamar ataupun di asarama. Sebab dengan hadirnya seorang pembina di setiap kamar itu berarti menandakan bahwa setiap kamar akan terasa lebih aman di akibatkan karena adanya pemantau di asrama tersebut yang tidak lain adalah pembina dari pihak pesantren itu sendiri yang ditugaskan di asrama tersebut. Walhasil para senior pun tidak bisa lagi bertindak semena-mena terhadap juniornya sebab terlebih dahulu dia harus berhadapan dengan pembina yang berada di kamar tersebut selaku penanggung jawab asrama yang di amanahkan oleh pihak pesantren padanya. Hal ini juga bisa berakibat semakin disiplinnya para santri dalam menaati peraturan-peraturan yang berlaku di asrama dan selain itu asrama juga akan senantiasa terjaga juga dikarenakan adanya pembina yang bermukim di asrama yang selalu siap dalam menjaga para santri selama 24 jam dan inilah salah satu sistem pembinaan ideal yang paling modern di mana dalam  hal ini sistem  ini sudah diterapkan sebelumnya di beberapa pondok pesantren.  3. Menaikkan upah para pembina. Hal ini bertujuan untuk menambah motivasi dari para pembna sehingga dalam proses pembinaan para santri para pembina merasa memiliki tanggung jawab yang lebih mengingat upah yang di berikan kepadanya bukanlah hal sedikit, sebab tidak bisa di pungkiri bahwa selama ini pondok pesantren terkadang jarang memikirkan kemakmuran para pembina-pembinanya.  
4. Menambah personil keamanan di dalam pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat keamanan para santri khususnya di luar asrama mengingat kondisi asrama yang bisa di pastikan aman setelah adanya penempatan para pembina di setiap asrama. Selain itu keamanan ini juga berfungsi selama 24jam jadi tidak ada celah bagi para santri untuk melakukan hal yang macam-macam terhadap juniornya  khususnya ketika dia sedang berada di luar asrama. Dal hal inilah yang terkdang lupuk dari pengawasan. Sebab pembina yang berada di asrama dia hanya berfokus pada kondisi dari asrama yang senantiasa ia tinggali itu jadi dengan adanya penambahanpersonil keamanan yang senantiasa berjaga-jaga di asarama membuat kondisi sistem pembinaan yang berada di dalam pesantren berlangsung aman dan lebih mudah untuk dikontrol.   5. Memberikan fasilitas yang di butuhkan untuk para pembina guna kelancaran pengawasan para santri.  Hal ini bertujuan untuk menambah kelancaran komunikasi antar para pembina yang saling berjauhan. Jadi ketika seorang pembina merasa kewalahan dengan para santri-santrinya maka hal ini bisa di upayakan untuk menghubungi pembina lain atau pihak keamanan pesantren untuk membantu mengani masalah – masalah yang tidak terjadi secara tidak terduga di kalangan santri dengan demikian masalah akan terasa lebih enteng pada saat di jalani. Jadi dengan adanya fasilitas telpon gengam yang dimiliki oleh setiap pembina membuat para pembina untuk lebih termotivasi dalam mengawasi setiap gerak – gerik para santri yang senantiasa mencurigakan dan dan tingkah laku santri 
yang dapat merugikan sehingga dapat merubah sistem yang sudah terbangun secara kuat dan positif dikalangan para santri – santri IMMIM khususnya.  6. Pihak pesantren menindak tegas para pembina yang tidak bersungguh – sungguh dalam melakukan proses pembinaan terhadap santri. Hal ini cukup beralasan sebab pihak pesantren beranggapan bahwa pembina yang tidak bersungguh – bersungguh dalam melakukan proses pembinaan terhadap para santri pesantren, bisa merusak sistem atau pola pembinaan yang sudah mulai efektif diberlakukan di pondok pesantren IMMIM olehnya itu untuk mengantisipasi hal-hal demikian maka pihak pesantren dengan tegas dan tidak bermain – main menindak para pembina atau pun santri yang bisa merusak pola pembinaan efektif yang sudah ada sebelumnya.  
 BAB V PENUTUP  A. Kesimpulan Pesantren merupakan ‘bapak’ dari pendidikan Islam di Indonesia yang didirikan karena tuntutan dan kebutuhan jaman. Pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiah, yakni menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama dan dai. Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriah, kemudian kurun walisanga sampai permulaan abad keduapuluh banyak wali dan ulama yang menjadi cikal bakal desa baru. Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberi andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor, Trenggono, Fatahillah pada jaman kerajaan Demak, diteruskan masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanudin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sampai pada masa revolusi fisik tahun 1945. 
Pesantren dibangun atas konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan transendensi atas perjalanan historis sosial. Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitarnya karena adanya potensi yang dimiliki pesantren, yakni pesantren sebagai lembaga pengembangan potensi umat diterapkan secara optimal dan terpadu, dan pesantren banyak tumbuh di pedesaan. Dengan demikian, pondok pesantren dan keterikatannya dengan masyarakat merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren.  Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan. Kurikulum pesantren lebih menekankan pada pelajaran agama dan bersumber pada kitab-kitab klasik. Kurikulum pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Dengan demikian, ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjut.  Makna pesantren sebagai jenis pendidikan non-formal, berbeda dengan makna pendidikan non-formal dalam term pendidikan umum, makna pendidikan non-formal dalam term yang terakhir berarti memberikan komplemen dan suplemen pada ketrampilan atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar lebih mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan kompleksitasnya tantangan pekerjaan yang dihadapinya. Adapun pendidikan nonformal pada pesantren berarti mendasari, menjiwai dan melengkapi akan nilai-nilai pendidikan formal. Tidak semua hal dapat diajarkan melalui program-program sekolah formal, di sini pesantren mengisi kekurangan tersebut. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidkan yang telah lama berurat akar di 
negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertical (dengan penjejelan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (regional-based curriculum)  dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikian masyarakat (society-based curriculum). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya. Dalam pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan. Hasil penelitian LP3S Jakarta, telah mencatatkan 5 macam pola fisik pondok pesantren, sebagai berikut.  1. Pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah Kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana Kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri.  2. Pondok pesantren selain masjid dan rumah Kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh.  3. Pola keempat ini, di samping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah  4. Pola ini selain memiliki pola-pola tersebut di atas, juga telah memiliki tempat untuk pendidikan ketrampilan, seperti peternakan, perkebunan dan lain-lain.  
5. Dalam pola ini, di samping memiliki pola keempat tersebut, juga terdapat bangunan-bangunan seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.     Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Tindak Pidana yang Terjadi di Kalangan Santri IMMIM No. Jenis Tindak Pidana Ket 1. Pemukulan  2. Pemalakan  3. Pencurian   4.          1. Upaya yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam menanggulangi tindak pidana pemukulan adalah :  
1. Menambah tenaga pembina di kalangan santri.  Hal ini terbukti sangat efektif sebab dengan bertambahnya jumlah tenaga pembina yang ada di dalam pesantren maka bisa mengurangi tindak pidana yang sering terjadi di kalangan sesama santri hal ini di karenakan para pembina tersebut selalu bersiap-siaga mengawasi setiap gerak – gerik santri di manapun santri berada selama berada di dalam wilayah kepesantrenan selain itu dengan bertambahnya jumlah pembina yang ada di dalam pesantren dapat juga menambah ide – ide yang ada sebelumnya dikarenakan bertambahnya jumlah pembina yang senantiasa berfikir tentang kemajuan pesantren   2. Menempatkan para pembina di setiap asrama. Hal ini juga terbukti sangat efektif, sebab dengan hadirnya seorang pembina di setiap asrama hal ini mampu meminimalisir jumlah pelanggaran yang sering terjadi di kamar ataupun di asarama. Sebab dengan hadirnya seorang pembina di setiap kamar itu berarti menandakan bahwa setiap kamar akan terasa lebih aman di akibatkan karena adanya pemantau di asrama tersebut yang tidak lain adalah pembina dari pihak pesantren itu sendiri yang ditugaskan di asrama tersebut. Walhasil para senior pun tidak bisa lagi bertindak semena-mena terhadap juniornya sebab terlebih dahulu dia harus berhadapan dengan pembina yang berada di kamar tersebut selaku penanggung jawab asrama yang di amanahkan oleh pihak pesantren padanya. Hal ini juga bisa berakibat semakin disiplinnya para santri dalam menaati peraturan-peraturan yang berlaku di asrama dan selain itu asrama juga akan senantiasa terjaga juga dikarenakan adanya pembina yang bermukim di asrama yang selalu siap 
dalam menjaga para santri selama 24 jam dan inilah salah satu sistem pembinaan ideal yang paling modern di mana dalam  hal ini sistem  ini sudah diterapkan sebelumnya di beberapa pondok pesantren.  3. Menaikkan upah para pembina. Hal ini bertujuan untuk menambah motivasi dari para pembna sehingga dalam proses pembinaan para santri para pembina merasa memiliki tanggung jawab yang lebih mengingat upah yang di berikan kepadanya bukanlah hal sedikit, sebab tidak bisa di pungkiri bahwa selama ini pondok pesantren terkadang jarang memikirkan kemakmuran para pembina-pembinanya.  4. Menambah personil keamanan di dalam pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat keamanan para santri khususnya di luar asrama mengingat kondisi asrama yang bisa di pastikan aman setelah adanya penempatan para pembina di setiap asrama. Selain itu keamanan ini juga berfungsi selama 24jam jadi tidak ada celah bagi para santri untuk melakukan hal yang macam-macam terhadap juniornya  khususnya ketika dia sedang berada di luar asrama. Dal hal inilah yang terkdang lupuk dari pengawasan. Sebab pembina yang berada di asrama dia hanya berfokus pada kondisi dari asrama yang senantiasa ia tinggali itu jadi dengan adanya penambahanpersonil keamanan yang senantiasa berjaga-jaga di asarama membuat kondisi sistem pembinaan yang berada di dalam pesantren berlangsung aman dan lebih mudah untuk dikontrol.   
5. Memberikan fasilitas yang di butuhkan untuk para pembina guna kelancaran pengawasan para santri.  Hal ini bertujuan untuk menambah kelancaran komunikasi antar para pembina yang saling berjauhan. Jadi ketika seorang pembina merasa kewalahan dengan para santri-santrinya maka hal ini bisa di upayakan untuk menghubungi pembina lain atau pihak keamanan pesantren untuk membantu mengani masalah – masalah yang tidak terjadi secara tidak terduga di kalangan santri dengan demikian masalah akan terasa lebih enteng pada saat di jalani. Jadi dengan adanya fasilitas telpon gengam yang dimiliki oleh setiap pembina membuat para pembina untuk lebih termotivasi dalam mengawasi setiap gerak – gerik para santri yang senantiasa mencurigakan dan dan tingkah laku santri yang dapat merugikan sehingga dapat merubah sistem yang sudah terbangun secara kuat dan positif dikalangan para santri – santri IMMIM khususnya.  6. Pihak pesantren menindak tegas para pembina yang tidak bersungguh – sungguh dalam melakukan proses pembinaan terhadap santri. Hal ini cukup beralasan sebab pihak pesantren beranggapan bahwa pembina yang tidak bersungguh – bersungguh dalam melakukan proses pembinaan terhadap para santri pesantren, bisa merusak sistem atau pola pembinaan yang sudah mulai efektif diberlakukan di pondok pesantren IMMIM olehnya itu untuk mengantisipasi hal-hal demikian maka pihak pesantren dengan tegas dan tidak bermain – main menindak para pembina atau pun santri yang bisa merusak pola pembinaan efektif yang sudah ada sebelumnya.    
B. Saran Pesantren adalah sebuah tempat pendidikan yang menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama olehnya itu penulis sepakat bahwa sistem atau pola pembinaan yang di terapkan dalam lingkungan pesantren lebih di efektifkan lagi, sebab pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang harus di lestarikan. Sebab hanya pesantrenlah yang bisa betul-betul maksmimal mampu dalam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain itu penulis juga berharap agar pola atau sistem pembinaan yang di terapkan dalam ruang lingkup pesantren khususnya pondok pesantren IMMIM Makassar bisa lebih di maksimalkan dan di permantap demi kelangsungan generasi muda yang berakhlakul kharimah dan berwawasan luas untuk membangun cita-cita agama, bangsa dan negara Indonesia sehingga tercipta  kemakmuran dan kerukunan yang senantiasa di jungjung oleh bangsa Indonesia pada umumnya. Dan hal ini dimulai dari pendidikan pesantren yang menyetarakan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama.          
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